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Abstract

The purpose of this study was to obtain evidence of the effect of the e-samsat program, mobile
samsat, motor vehicle tax abolition, exemption from transfer fees for motorized vehicles, and police
operations on motor vehicle taxpayer compliance in Tangerang City. This study uses a quantitative
method with an associative approach. The number of samples used in this study were 100
respondents with the determination of the sample using the incidental sampling method. Data was
collected by using the questionnaire method. Data analysis techniques in this study are classical
assumption test, multiple regression analysis, and hypothesis testing. The results of this study
indicate that the partial exemption of transfer of title for motorized vehicles has a positive effect on
the compliance of motorized vehicle taxpayers in Tangerang City. Meanwhile, the e-samsat
program, mobile samsat, motor vehicle tax whitening, and police operations have no effect on the
compliance of motorized vehicle taxpayers in Tangerang City. Simultaneously, the e-samsat
program, mobile samsat, motor vehicle tax abolition, exemption from transfer fees for motorized
vehicles, and police operations affect the compliance of motorized vehicle taxpayers in the city of
Tangerang.

Keywords: E-Samsat Program, Mobile Samsat, Motor Vehicle Tax Clearance, Exemption of
Transfer of Motorized Vehicle Title Duties, Police Operations, Motor Vehicle
Taxpayer Compliance

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti pengaruh program e-samsat,
samsat keliling, pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama
kendaraan bermotor, dan operasi kepolisian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan
pendekatan asosiatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100
responden dengan penentuan sampel adalah metode insitendal sampling. Pengumpulan
data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu
uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini
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menunjukkan bahwa secara parsial pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota
Tangerang. Sedangkan program e-samsat, samsat keliling, pemutihan pajak kendaraan
bermotor, dan operasi kepolisian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Dan secara simultan program e-samsat, samsat
keliling, pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan
bermotor, dan operasi kepolisian berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kota Tangerang.

Kata Kunci: Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Operasi
Kepolisian, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Badan Pusat Statistik
memperkirakan 273,5 juta penduduk Indonesia pada tahun 2020. Di Indonesia yang
berpenghasilan tinggi, salah satu sumber pendapatannya adalah pajak. Pemerintah
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara proporsional terhadap
pendapatan penduduk dan pajak. Secara khusus, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
mengubah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memperkenalkan
otonomi daerah.

Banten merupakan provinsi terpadat keempat di Indonesia dengan jumlah
penduduk 33,68 juta jiwa atau 12,03 persen dari total penduduk. Hal ini dapat
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan menelusuri sumber pendanaan untuk
menghasilkan dana dan membiayai belanja daerah melalui Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling banyak menyumbang dalam
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (2020) tercatat bahwa
sebanyak 4.145.180 unit kendaraan bermotor yang beroperasi di Provinsi Banten. Kota
Tangerang merupakan salah satu kota di Provinsi Indonesia Banten. Tercatat ada 2.274
juta jiwa populasi kota Tangerang (BPS Provinsi Banten, 2020). Tidak dapat disangkal
bahwa Kota Tangerang memiliki jumlah kendaraan bermotor terbanyak kedua, yaitu
sebanyak 976.223 unit.

Namun, dengan adanya Covid-19, pemerintah daerah sulit untuk memenuhi
target penerimaan pajak daerah. Virus ini melemahkan perekonomian daerah, sehingga
mengurangi pendapatan pemerintah daerah. Pemerintah telah melakukan dan
melaksanakan berbagai upaya untuk memulihkan penerimaan pajak daerah dalam
rangka meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan meningkatkan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar Pajak Kendaraan
Bermotor.

E-SAMSAT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi persyaratan kepatuhan pajak. Program e-samsat menggunakan teknologi
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mutakhir dan perangkat elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan sistem dan
mengefisienkan layanan pembayaran pajak (Wardani, 2020). Bapenda Banten telah
meluncurkan revolusioner aplikasi layanan Samsat SIGNAL di Provinsi Kota Tangerang.
Aplikasi SIGNAL ini telah memasukkan "One Step Digital Services”, memungkinkan
masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB dan SWDKLL] tanpa harus datang ke
kantor SAMSAT.

Selain Program E-Samsat, Samsat Keliling juga dapat mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak. Samsat Keliling menggabungkan pembayaran STNK, PKB, dan SWDKLL]
(Gustaviana, 2020).

Program Pemutihan Kendaraan Bermotor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Dengan meniadakan sanksi tersebut, pemerintah merespons pembayar yang terlambat
(Widajantie & Anwar, 2020). Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini
memungkinkan wajib pajak kendaraan membayar tanpa denda.

Pembebasan program dari wajib pajak atas pengalihan nama kendaraan bermotor
juga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya serta membantu Wajib Pajak
dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor akibat perubahan identitas
kepemilikan yang baru, karena dalam program ini sanksi administrasi yang dikenakan
kepada Wajib Pajak dihapuskan.

Kebutuhan akan kendaraan bermotor, pajak merupakan komponen operasi
kepolisian yang dapat mengganggu kepatuhan wajib pajak. Sebagai otoritas yang
melakukan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah dapat memilih
kepolisian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Temuan studi E-program Samsat dan Samsat keliling berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Gustaviana, 2020). Penelitian ini mendukung
klaim Wardani (2020) bahwa program E-Samsat meningkatkan kepatuhan pajak
kendaraan bermotor. Sebaliknya, dimungkinkan untuk menentukan bahwa E-Samsat
tidak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Djumain,
2019). Dan menurut penelitian (Sabtohadi et al., 2021), banyak wajib pajak tidak
membayar pajak kendaraan bermotor yang benar.

Menurut penelitian (Rahayu & Amirah, 2018), variabel pembebasan pajak
kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang menunjukkan bahwa pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Gustaviana, 2020;
Yulitiawati & Meliya, 2021). Bertentangan dengan kesimpulan sebuah penelitian (Saputra
et al., 2018), Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak memiliki dampak
positif atau signifikan dalam membayar pajak kendaraan yang benar.

Menurut penelitian (Gustaviana, 2020), operasi kepolisian berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebuah penelitian (Irkham, 2020)
menunjukkan bahwa operasi kepolisian tidak menegakkan kepatuhan terhadap wajib
pajak kendaraan.
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B. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif dan menggunakan
metodologi asosiatif. Teknik kausal dan desain penelitian survei digunakan dalam
penelitian ini. Penelitian survei yang memerlukan pengumpulan data observasi
menggunakan kuesioner.

Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di
Kantor SAMSAT Cikokol Tangerang yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti..Sampel
pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan kendaraan yang
terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang. Penelitian menggunakan non-
probability sampling.

Jenis desain sampel yang akan digunakan peneliti berupa sampling incidental
(accindental sampling) dimana setiap orang yang kebetulan bertemu dengan peneliti
dapat digunakan sebagai sampel jika secara tidak sengaja menemukan sumber data yang
relevan untuk penelitian (Sugiyono, 2021:133).

Definisi Operasional serta pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Program E-Samsat (X1)

Program Elektronik Samsat atau biasa disebut E-Samsat adalah sebuah layanan
pembayaran kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan
mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik seperti e-banking
atau ATM Bank yang telah ditentukan. Instrumen pengukuran variabel ini
menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Wardani (2018), terdiri dari 6 (enam)
item pernyataan yang menggunakan skala likert.

2. Samsat Keliling (X2)

Samsat keliling adalah sebuah layanan yang diadakan oleh pemerintah untuk dapat
menjangkau daerah terpencil dengan beberapa layanan yaitu pengesahan STNK,
pembayaran PKB, dan SWDKLL] dengan tujuan agar memudahkan masyarakat dalam
melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor sehingga dapat
meningkatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor di daerah. Instrumen
pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Lasary
(2018), terdiri dari 6 (enam) item pernyataan yang menggunakan skala likert.

3. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X3)

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sebuah program yang diadakan
oleh pemerintah dengan cara menghapus sanksi administratif dari keterlambatan
pembayaran PKB yang bertujuan untuk meringankan wajib pajak sehingga dapat
menumbuhkan rasa patuh terhadap kewajiban dalam membayar pajaknya. Instrumen
pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Wardani
(2017), terdiri dari 7 (tujuh) item pernyataan yang menggunakan skala likert.

4. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X4)

Pembebasan bea balik nama yaitu penghapusan BBN- KB Mutasi Masuk Dari
Luar Daerah diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti
kepemilikan kendaraanbermotor atas nama pribadi dan/atau perusahaan/badan usaha
yang melakukan penyerahan kepemilikan kedua. Penghapusan berupa pokok dan denda
keterlambatan pendaftaran Penghapusan BBN-KB Penyerahan Kedua. Instrumen
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pengukuran variabel ini menggunakanpernyataan yang dikembangkan oleh Rahayu dan
Amirah (2018), terdiri dari 5 (lima) item pernyataan yang menggunakanskala likert.
5. Operasi Kepolisian (X5)

Menurut (Apriani et al., 2019) operasi kepolisian merupakan upaya meningkatkan
kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan cara diadakannya
operasi kepolisian. Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan
pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan
kewajibannya secara benar (Siahaan, 2010). Instrumen pengukuran variabel ini
menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Rusdiati (2016), terdiri dari 6 (enam)
item pernyataan yang menggunakan skala likert.

6. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah sesuatu yang wajib pajak yang sadar akan
kewajibannya dalam membayar pajak dan hak perpajakan sesuai dengan undang-
undang yang berlaku memiliki sikap terhadap. Wajib Pajak yang memiliki sikap
terhadap pajak. Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang
dikembangkan oleh Lasary (2018), terdiri dari 6 (enam) item pernyataan yang
menggunakan skala likert.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, yaitu data
yang diperoleh secara langsung dari responden melalui jawaban kuesioner. Teknik
pengumpulan data menggunakan skala Likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat Setuju
(SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS
= 1). Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus Korelasi
Pearson, kriteria pengujiannya menggunakan tingkat signifikansi a = 0,05. Butir
intrumen dinyatakan valid jika menghasilkan p wvalue < 0,05. Pengujian reliabilitas
menggunakan rumus Cronbach Alpha, dengan kriteria
pengujian apabila Cronbach Alpha > 0,60 dinyatakan reliabel, sebaliknya Cronbach Alpha <
0,60 tidak reliabel. Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov melalui alat
bantu komputer program SPSS 25. Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya
multikolinearitas dengan melihat nilai folerance dan Varians Inflation Factor (VIF) yang
dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS. Uji heteroskedastisitas dilakukan
dengan uji Glejser, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel
independen.x
2. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear
berganda,koefisien determinasi. uji t, dan uji F.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Resonden
Adapun karakteristik responden yang dijadikan sampel penelitian ditunjukkan
pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Keterangan Jumlah | Persentase

Jenis Kelamin Laki - Laki 53 53
Perempuan 47 47
Total 100 100

Usia 16 - 25 tahun 35 35
26 - 35 talm 34 34
36 - 45 talum 5 5
46 - 55 talun 5 5

| =55 tahm 1 1
Total 100 100

Pekerjaan Tidak Bekerja 14 14
Karyawan Swasta a7 a7
Wirausaha 13 13
Mahasiswa 6 6
Total 100 100

Jenis Kendaraan |Roda 2 92 92
Roda 4 8 8
Total 100 100

Lama Kepemilikan |< 5 talun 52 52
5 - 10 talun 39 39
=10 talm 9 9
Total 100 100

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Tabel 2.Hasil Uji Instrumen Penelitian

Warizhal Tji Validitas Uji Belizhilitas
MNoltsm | p-vaiug |Eetersnzan| Crombach's Alphs | Estersnzan

E-Zamsat 1 0.000 Walid 0,822 Fazlizbzl
2 0.000 Walid
3 0.000 Walid
4 0.000 Walid
3 0.000 Walid
] 0.000 Walid

Samsat 1 0.000 Walid 0,886 Fzlizbzl
Eeliling 2 0.000 Walid
3 0.000 Walid
4 0.000 Walid
3 0.000 Walid
] 0.000 Walid

Pamurihan 1 0.000 Walid 0,842 Felizbsl
Pajzk 2 0.000 Walid
Eendarzan 3 0.000 Walid
Barmotar 4 0,000 Walid
3 0.000 Walid
§ 0.000 Walid

Pamhebasan 1 0.000 Walid 0,885 Fazlizbzl
Bez Balik Name 2 0.000 Walid
Eendarzan 3 0.000 Walid
Bermotor 4 0,000 Walid
3 0.000 Walid

Oparasi 1 0.000 Walid 0,544 Relizbzl
Eepalisian 2 0.000 Walid
3 0.000 Walid
4 0.000 Walid
3 0.000 Walid
§ 0.000 Walid

Ezpamhan WE 1 0.000 Walid 0213 Razlizbzl
EEB 2 0.000 Walid
3 0.000 Walid
4 0.000 Walid
3 0.000 Walid
] 0.000 Walid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022
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Hasil uji validitas mengenai variabel yaitu e-samsat sebanyak 6 item kuesioner
dinyatakan valid karena p-value < 0,05, samsat keliling sebanyak 6 item kuesioner
dinyatakan valid karena p-value < 0,05, pemutihan pajak kendaraan bermotor sebanyak 6
item kuesioner dinyatakan valid karena p-value < 0,05, pembebasan bea balik nama
kendaraan bermotor sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena p-value < 0,05,
operasi kepolisian sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena p-value < 0,05, dan
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid
karena p-value < 0,05.

Hasil uji reliabilitas mengenai variabel e-samsat sebesar 0,892, samsat keliling
sebesar 0,886, pemutihan pajak kendaraan bermotor sebesar 0,862, pembebasan bea balik
nama kendaraan bermotor sebesar 0,885, dan operasi kepolisian sebesar 0,844
menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai Cronbach’s alpha > 0,60 dan Kepatuhan wajib
pajak sebesar 0,913 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai Cronbach’s alpha > 0,60.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-
benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (Best Linear
Unbiased Estimator) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 3 di
bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Ui Asumsi Klasik Husil Tj Kesimpulan
Residual
Tt Normali P: 0260003 e
JAGE: AR Dexdistribust normal
Tolerance ; 0443, 0,396, 0,418, 0.297. 0422 > 0,10 Tidak ada
U Multkofmiert e
PR 0562526, 23903365, 23690 ik
. g Tidak ad
Uf Heteraskedastistas - |P: 0,661, 0800, 0313, 0303, 0675 =005 o a ,
heteroskedaststes

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

4. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis multivariat menggunakan regresi berganda untuk menunjukkan
bagaimana satu atau lebih variabel independen mempengaruhi satu variabel dependen
dan besarnya. Tabel 4 menunjukkan hasil regresi linier berganda sebagai berikut:
Tabel 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Model Unstandardized
Coefficents
B Std. Error
(ConstEnty 53212 2058
Frogram E-Tamsat BEES J1T
Zamaat Eeliling -033 107
Pemutihan FEE JE3 ]
PBemhbsbasan BEWNEER G544 J56
Uper= K epolaen Fid:i T
& Dependent Varizble: EEPS AN Wajih Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022
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Regresi kesetaraan terlihat dari koefisien pada tabel. Nilai dalam kolom B dari
koefisien tabel sesuai dengan konstanta () di baris pertama dan independensi variabel
konstan di baris berikutnya. Persamaan yang diturunkan dari tabel 4 adalah sebagai
berikut:

Y = 5,414 + 0,154X1 - 0,035X2 + 0,143X3 + 0,544X4 + 0,089X5

Berdasarkan persamaan regresi diatas dan tabel 4 maka hasil regresi berganda

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.Nilai konstanta 5,414 menunjukkan bahwa ketika variabel - variabel independen
(program e-samsat, samsat keliling, pemutihan pkb, pembebasan bbnkb, dan operasi
kepolisian) diasumsikan konstan,maka variabel dependen (kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor) adalah sebesar 5,414.

2. Koefisien variabel program e-samsat (X1) sebesar 0,154 berartisetiap variabel e-samsat
ditingkatkan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan bertambah
sebesar 15,4% dengan variabel lainnya konstan.

3.Koefisien Variabel Program E-Samsat (X2) sebesar -0,035 berarti setiap Variabel
Program E-Samsat ditingkatkan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
akan turun sebesar 3,5% dengan variabel lainnya konstan.

4. Koefisien variabel pemutihan pkb (X3) sebesar 0,143 berarti setiap variabel pemutihan
pkb ditingkatkan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik
sebesar 14,3% dengan variabel lainnya konstan.

5. Koefisien variabel pembebasan bbnkb (X4) sebesar 0,544 berarti setiap variabel
pembebasan bbnkb ditingkatkan 1, makakepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
akan naik sebesar 54,4%. Dengan variabel lainnya konstan.

6. Koefisien variabel operasi kepolisian (X5) sebesar 0,089 berartisetiap variabel operasi
kepolisian ditingkatkan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik
sebesar 8,9%. Dengan variabel lainnya konstan.

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Aodel Summary

Adjused B |5td. Error of the
Maodel |R B Squar=  |Sguage Estimate

S a4 EH 1584

2 Pradictors: (Constanf), Program E-Samsat, Samsat Eeliline Pemntihen

PEE, Pambehasan BENEE, ﬂgwai%%
Sumber - Hasil olsh data primer PSS 25,2022

Pengujian Adjusted R Square menunjukkan bahwa variabel berpengaruh
terhadap Program e-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor,
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian, dengan
koefisien sebesar 0,499 berpotensi mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak hingga
49%; sisanya 51% dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar cakupan penelitian ini seperti
samsat drive thru, samsat kalong, dlI.
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6. Hasil Ujit
Tabel 6. Hasil Uji t

Model Standardized i Sig.
Coefficents
Eatz
{Constnt) 2583 011
Program E-Zamsat REL] 1355 BTy
Zzmaz Eeliling -037 FEEN I IS
Perntih=nPEE pE: 7= | I8
Terbzomm BENEE | 238 IEE | 400
OperasiEepolisian a7 ETH 317

2 Dependem Vaniabk EEFALUHANG PRE

Sumber: Hasil gleh data primer SPES 25,2022

Berdasarkan tabel 4.21 hasil uji t menunjukkan bahwa :

a.Program E-Samsat memiliki nilai signifikan 0,169 (Sig 0,169 > 0,05) dan thitung<ttabel
(1,385 < 1,985). Maka Ha ditolak, dan HO diterima sehingga tidak ada pengaruh
signifikan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan
masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui apa itu E-Samsat dan bagaimana
cara penggunaannya sebab program E-Samsat baru mulai diperkenalkan pada tahun
2021 dan kurang adanya sosialisasi mengenai program E-Samsat kepada wajib pajak.
Para wajib pajak menilai pembayaran melalui E-Samsat masih dirasa sulit dan berbelit
karena harus menggunakan system online khususnya bagi para wajib pajak yang tidak
mempunyai mobile banking. Selain itu, program E-Samsat dinilai belum bisa
digunakan secara optimal karena aplikasi Signal yang sering mengalami gangguan
yang membuat para wajib pajak yang membuat para wajib pajak lebih memilih untuk
membayar pajak mereka langsung ke Samsat induk/utama.Hasil penelitian ini tidak
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020).

b.Samsat Keliling memiliki nilai signifikan 0,742 (Sig 0,742 > 0,05)dan thitung < ttabel (-
0,331 < 1,985). Maka Ha ditolak, dan HO diterima sehingga tidak ada pengaruh
signifikan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan
penempatan Samsat Keliling yang dinilai kurang menyebar. Kurangnya pengetahuan
wajib pajak mengenai jadwal samsat keliling disekitar lingkungan, minimnya jam
operasional samsat keliling sehingga para wajib pajak yang bekerja di pagi hari tidak
bisa mengikuti jadwal samsat keliling, sehingga lebih memilih untuk datang langsung
ke kantor samsat utama. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian
(Gustaviana, 2020) yang menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

C. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai signifikan 0,185 (Sig 0,185 > 0,05)
dan thitung < ttabel (1,334 < 1,985). Maka Ha ditolak, dan HO diterima sehingga tidak
ada pengaruh signifikan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saputra et al., 2018) yang
menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan kemungkinan perekonomian wajib pajak
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sedang mengalami penurunan dan belum pulih akibat adanya pandemi covid-19,
sehingga walaupun ada program pemutihan dengan membayar pokok pajaknya saja
wajib pajak masih enggan dalam membayar pajak. Dan kurangnya sosialisasi yang
dilakukan oleh samsat perihal periode pemutihan pajak kendaraan bermotor sehingga
wajib pajak tidak mengetahui adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Namun
hasil penelitian ini bertolak berlakang dengan (Gustaviana, 2020) menyatakan bahwa
pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

d.Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki nilai signifikan 0,001 (Sig
0,001 < 0,05) dan thitung < ttabel (3,493 > 1,985). Maka Ha diterima, dan HO ditolak
sehingga ada pengaruh signifikan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saputra et al.,
2018) dan (Gustaviana, 2020) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama
kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
dikarenakan bahwa wajib pajak merasa sulit dalam pengurusan pajak terutama yang
membeli kendaraan seri luar kota yang mengakibatkan banyak biaya dalam
membayarnya. Dengan adanya pembebasan biaya balik nama ini, sehingga dapat
meringankan wajib pajak melakukan balik nama kendaraan bermotornya, sehingga
kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga meningkat. Hasil penelitian ini tidak sejalan
dengan penelitian (Yulitiawati & Meliya, 2021) menyatakan pembebasan bea balik
nama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena adanya
faktor penghambat didalam prosedur bea balik nama seperti banyak antrian karena
proses pendaftaran diminta untuk mengisi formulir sehingga antrian panjang dan niat
wajib pajak untuk mengurusnya menjadi berkurang.

€. Operasi Kepolisian memiliki nilai signifikan 0,377 (Sig 0,377 > 0,05) dan thitung < ttabel
(0,887 < 1,985). Maka Ha ditolak, dan HO diterima sehingga tidak ada pengaruh
signifikan Operasi Kepolisian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Hasil penelitian ini
sejalan dengan (Irkham, 2020) dan (Apriani et al., 2019) yang menyatakan bahwa
operasi kepolisian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Operasi
kepolisian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dinilai kurang
membuat wajib pajak kendaraan menjadi patuh. Salah satu faktor yang membuat
operasi kepolisian kurang berpengaruh karena kurangnya tindakan yang tegas
terhadap para pengendara kendaraan bermotor yang melakukan penunggakan pajak.
Selain itu, intensitas operasi kepolisian yang dilakukan oleh pihak SAMSAT dengan
pihak kepolisian yang dinilai kurang intens. Razia hanya dilakukan saat momen-
momen tertentu saja sehingga hanya mempunyai dampak kepatuhan jangka pendek
saja (Irkham, 2020). Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan (Gustaviana,
2020) yang menyatakan bahwa operasi kepolisian berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak.
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7. HasilUjiF
Tabel 7. Hasil Uji F

Mlode=l Snm  of |df Mean F Eig
Bquares Square
Hesression FEE2TEF 117850 20 JHHP
Rasidnzl 3345461 a4 5585
Totzl ITZ 630 | 59

2. Dependemt Varizble: EEPATUHANWTPEE
b Predictors: (Consenf), Progam  E-Samsat, Samsat Eellline
Pemutihan PEB, Pembebasan BENER, Operasi Eepolisian

Berdasarkan tabel 4.22 hasil uji F, dapat dilihat nilai signifikan 0,000 (Sig. 0,000 <
0,05) Fhitung > Ftabel (20,697 > 2,310). Dengan demikian, HO ditolak dan Ha diterima
sehingga E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Operasi Kepolisian berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan
Program E-Samsat (X1), Samsat keliling (X2), Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X3)
dan Operasi Kepolisian (X5) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor pada SAMSAT Cikokol Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan saat
melakukan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan,
Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X4) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Cikokol Kota Tangerang. Hal ini
dibuktikan saat melakukan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05
yaitu 0,001. Secara simultan, Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pajak
Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Operasi
Kepolisian berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT
Cikokol Kota Tangerang. Hal ini dibuktikan saat melakukan uji F yang menghasilkan
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.
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